PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/16/PBI1/2001
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROY EK KREDIT MIKRO

Menimbang

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a Bahwa batas waktu pedaksanaan Proyek Kredit Mikro

sebagamana diagur ddam Pasd 6 Peauran Bank Indonesa
Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro telah
berakhir padatanggad 30 Juni 2001;

. Bahwa dengan memperhatiken kondis ekonomi yang mash

memerlukan  bantuan, jumlah  rekyat miskin ¢ yang taus
meningket, mash perlunya penguatan terhadgp Lembaga
lembaga Keuangan Peadessen untuk kesnambungan usaha
mikro dan mash tingginya kebutuhan akan kredit mikro,
shingga drasa pealu  untuk  mempapanjang mesa
pengdolaan  dan  menyempurnakan  ketentuan  pelaksanaan
Proyek Kredit Mikro;

. Bahwa Adan Devdopment Bank dan Pemeintah tdah

sepakat mengena pepanjangan masa pengdolaan  Proyek
Kredit Mikro oleh Bank Indonesa menjadi sampa dengan 31
Desember 2001;

d. Bahwa.....
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Bahwa shubungan dengan hd tersebut di atas dipandang
pelu mengubah kembdi Peraturan Bank Indonesa Nomor
3/U/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah
diubah  dengan  Perauran Bank  Indonesa  Nomor
3/8/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro;

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 3843);

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1992 Nomor
31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3A72)  sbagamana teah diubah dengan  Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/21/PBI1/2001 TENTANG PROY EK KREDIT MIKRO.
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Peasal |

Mengubah ketentutan daam Peraturan Bank Indonesa Nomor 3/1/PBI/2001
tentang Proyek Kredit Mikro sebagal berikut :
1. Ketentuan Pasd 6 diubah, sehingga sduruhnya berbunyi sebaga berikut :

“Pasd 6

(1) Jangka waktu pelaksanaan kegiagtan PKM  addah tanggd 21 Juli 1995
sampal dengan tangga 31 Desember 2001.

(2) Jangka waktu sebagamana dimeksud ddam aya (1) di aas dgpat ditinjau
kembdi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah  Republik  Indonesia
dan ADB.”

2. Ketentuan Pesd 19 diubah dan ditambsh 1 ayat, sehingga sduruhnya berbunyi
sebagai berikut:
“Pasd 19

(1) Redisas penyduran kredit dai BPR kepada nasdbah pengusaha mikro
sigp bulannya minimum 10% (sspuluh per seraus) dai jumlah pinjaman
untuk nassbah pengustha mikro yang tdah ditaik dai BI, dan haus
diredissskan sduruhnya sdambat-lambatnya 10 (sgpuluh)  bulan  terhitung
sgak tanggd pelimpahan dari Bl kepada BPR.

(2) Ddam hd pada bulan tetentu redisas penyduran kredit dari BPR kepada
nassbah pengussha mikro sebagamana dimeksud ddam ayat (1) lebih
besar dari 10% (sepuluh per seratus), maka kelebihan  terscbut  dapat

diperhitungken ...
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diperhitungkan untuk menutup kekurangan pencgpaian redisas  penyauran
kredit pada bulanbulan beikutnya dengan keentuan ratarata redises
penyauran kredit sdigp bulan sgak pdimpahan dana dai Bl sampa
dengan bulan bejdan minimd 10% (sspulun per seraus) dai dana yang
dilimpahkan.

(3) Redisad pembdian komputer dan aau sgpeda motor oleh BPR dilakukan
samba-lanbatnya 1 (sau) bulan sgtdah tanggd  pdimpahan dai B
kepada BPR.

(4) Redisas pembdian komputer dan aau sepeda motor oleh LPSM
dilekuken sdambat-lambatnya 1 (satu) bulan stdah tanggd  pdimpahan
dari Bl kepada BPD.”

3. Keentuan Pasd 23 diubeh dan ditanbah 1 aya, sehingga sduruhnya berbunyi
sebagai berikut:
“Pasd 23

(1) Ddam hd pada tanggd jauh tempo pembayaran angsuran pokok dan
bunga sebagamana dimeksud ddam Pasd 22 sddo rekening BPD atau
BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a Untuk BPD &kan dikenakan sanks kewgiban membayar sebesar raa
rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan sdama 1 (satu)
bulan terakhir yang belaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1
(sau) hari satelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga
sbagamana  dimaksud ddam Pasd 22 sampa  dengan  tanggd
pembayaran terssbut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan
bunga yang seharusnya dibayar;

b. Untuk ...
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b. Untuk BPR akan dikenakan sanks kewgiban membayar sebesar raa
rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tige) bulan sdama 1 (sau)
bulan terakhir yang berleku di Bank Umum, terhitung 1 (sau) hani
stdah  batas  a&khir  pembayaran  angsuran pokok dan  bunga
sbagamana dimeksud ddam Pesd 22 sampa  dengan  tanggd
pembayaan tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan
bunga yang seharusnyadibayar.

Ddan hd sdama 3 (tige) kdi beturut-turut BPD atau BPR tidak

memenuhi  kewgibannya sedbagamana dimeksud ddam Pasd 22, maka

kekutseteen BPD aau BPR dihentikan terhitung 1 (sau) hai setdah
batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga

Ddam hd kekutsateen BPD aau BPR dhentiken sebagamana

dimeksud ddam aya (2), meka pding lambat 1 (sau) bulan sgak

dinyataken berhenti bank yang bersangkutan wgib untuk  mengembdikan
pokok kredit dan bungayang terhutang.

Ddam hd tejadi keterlanbatan penyduran kredit oleh BPD sebagamana

dimaksud ddam Pasd 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan

sanks kewgiban membayar sebesar ratarata suku bunga deposito rupiah

berjangka 3 (tiga) bulan sdama 1 (sau) bulan terakhir yang berlaku di

BPFD, yang dihitung dai  jumlah dana yang teatahen, tehitung 1

(sau) hari satdah batas akhir penyduran kredit sebagamaena  dimaksud

ddam Pasd 9 ayat (2) sampa dengan tanggd penyduran kredit terssut.

(5) Ddlam.....
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Ddam hd penyduran kredit oen BPR ddam sdtigp bulan tidek mencapa
10% (sepuluh per saus) dai kategori pinjaman yang harus diterusken
kepada nasabah mikro sebagaimana dimeksud ddam Pasd 19 ayat (1),
maka kepada BPR &an dikenakan sanks kewgiban membayar sebesar
raa-ratla suku bunga deposto rupiah bejangka 3 (tiga) bulan sdama
1 (stu) bulen terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari
jumlah kekurangan penyal uran kredit pada bulan yang bersangkutan.

Ddam hd pdimpshan dana pinjamen dai Bl dilakukan ssteah tanggd 1
(satu), maka gpabila pada bulan peimpahan tersebut penyauran kredit ke
nassbah kurang dai 10% (sepuluh per seraius) BPR tidak dikenakan
sanks sebagamana dimeksud ddam aya (5).

Ddam hd BPR tid&k dgpa menydurkan sduruh  kredit  sebagamana
dimaksud dadam Pasd 19 ayat (1), maka kepada BPR diwgjibkan
mengembdikan gsa pinaman yang bdum disdurkan pding lamba pada
hari kerja berikutnya

Ddan hd BPR tidk mengembdiken 9sa pinjamen yang bdum
didurkan ddam baas waktu sebagamana diatur ddam aya (7), BPR
dikenakean sanks kewgiban membaya scbesr rata-raa suku bunga
depodto rupiah berjangka 3 (tigd) bulan sdama 1 (sau) bulan terakhir
yang berlaku di Bank Umum, yang dhitung dai jumlah dsa pinjamen
yang bdum dsdurkan, tehitung 1 (satu) hai sadah  batas  akhir
penyduran kredit sebagamana dimeksud ddam Pasd 19 ayat (1) sampa

dengan tanggd pengembalian Ssa pinjaman tersebut.

(9) Ddlam.....
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(9) Ddam hd terjadi keterlambatan redisas pembeian komputer dan sepeda
motor sebagamana dimeksud ddam Pasd 19 aya (3) BPR dikenakan
sankd kewgiban membayar sebesar ratarata suku bunga depodito rupiah
berjangka 3 (tigd) bulan sdama 1 (sau) bulan terakhir yang berlaku di
Bank Umum, yang dihitung dai jumlah dana yang bdum diredisasken,
terhitung 1 (sau) hai stdah batas akhir redisss pembdian sebagamana
dimeksud ddam Pasd 19 aya (3) sampa dengan tanggd redisas
pembdian tersebut.

(10) Kewgiban pengembdian kredit sébagamana dimeksud ddam aya (3)
dan aya (7) sata pengenaan sanks  kewgiban membayar sebagamana
diagur ddam Pasd ini, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro dan
adau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum dau
rekening giro BPD pada Bl setempat.”

Pasdl 11

1. Pdanggaan tehadgp Pasd 19 aya (1), yang terjadi sampa dengan tanggd
31 Agusius 2001 dikenakan sanks sesua Pasd 23 aya (5) Peraturan Bank
Indonesia No0.3/1/PBI/2001 tanggd 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit
Mikro.

2. Pdanggaran terhadep Pasd 19 ayat (1) yang terjadi sdama bulan September
2001 tidak dikenakan sanks.

3. Keentuan pengenaan sanks sebagamana yang diaur ddam Pasd 23 aya (5)
dan aya (6) Perauran Bank Indonesia ini berlaku untuk redissd penyduran
kredit dari BPR kepada nasabah pengussha mikro sgak tanggal 1 Oktober
2001.

4. Peraturan ...



-8-

4. Peauran Bank Indonesa ini berlaku sgak tangga ditetapkan dan berlaku
urut sampa dengan tanggd 1 Juli 2001, kecudi pengauran sanks
sebagaimana dimaksud daam angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasdl ini.

Ditetapkan di Jekarta
Padatanggal, 3 Oktober 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 123
BKr/TPP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/16/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROY EK KREDIT MIKRO

UMUM

Sesua pejanjian antara Pemerinteh dan Adan Devedopment Bank, betas
waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro berakhir pada tangga 30 Juni 2001
Sementara itu, sebaga akibat depresias nila Rupiah, dana Proyek yang tersedia
mengdami  peningkatan, sehingga pada akhir batas weaktu Proyek dana yang
belum tersergp masih cukup signifikan untuk dimanfaetkan.

Di g9 lan, kondis ekonomi Indonesa st ini mash bdum pulih dari
kridgs ekonomi yang bekepanjangan. Sektor perbankan  mash  mengaami
kesulitan menghimpun dana yang berakibat pada keterbatasan dana yang akan
disdurkan ke pengusaha mikro, sementara sektor usaha mikro yang merupakan
bagian tebesx dai ussha masyarakat mesh memelukan bantuan permoddan
dari perbankan.

Dengan meiha perkembangan kondis ekonomi di aas dan tujuan dari
Proyek untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja sarta  untuk
mengembangkan ustha mikro maka dirassken pelu  untuk  memperpanjang
pelaksanaan proyek agar dana yang terdsa dgpat disdurkan kepada pengusaha
mikro.



PASAL DEMI PASAL
Pesdl |

Angkal.
Pasd 6
Ayt (1)
Jangka wektu ini merupakan baas waktu pelimpahan
dana dari Bl kepada BPD dan BPR peserta PKM.
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 2.
Pasal 19
Ayt (1)

Setigp bulan bank harus menyaurkan kredit kepada
nasabah minima 10% (sepuluh per seraus) dari kredit
yag tdeh ditarik dai Bl kecudi gpabila pada bulan
yang bersangkutan Ssa dana yang ada kurang dai
10% (sepuluh per seratus).

Ay (2)

Ddam hd pada suau bulan, redisss  penyduran
kredit kepada nasabah lebih besar dari 10% (sepuluh
per seratus) meka keebihan terssbut  diperhitungken
untuk menutup kekurangan penyduran  kredit pada
bulat+bulan  berikutnya Namun  gocbila  sampa
dengan bulen terjadinya kekurangan penyauran  kredit
terscbut, raaraa kredit yang tdah  disdurkan

per bulan ...
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per bulan kurang dari 10% (sepuluh per seratus), meka
kelebihan penyduran terssbut tidek dgpat  digunakan
untuk  menutup  kekurangan pada bulan  yang
bersangkutan.
Raa-raa redissd penyduran  kredit  sdigp  bulan
dihitung berdasarkan jumlah redisas  kredit kepada
nassbah sgak pdimpahan dana dari Bl sampa dengan
bulan bejdan dibagi jumlah bulan pada periode
tersebut.
Rumus pehitungan raarada redisss  peyduran
kredit addah :
Rea-raaredisss =R/ b
R = Totd redisas kredit kepada nasabah sgak
pdimpahan dana dai Bl sampa dengan
bulan berjdan.
b = Jumleh bulan sgak bulan pdimpshan dana
dari Bl sampai dengan bulan berjaan.

Ayét (3)
Cukup jelas
Ayét (4)
Cukup jelas
Angka 3.
Pasal 23

Ayt (1), (4), (5), (8) den (9)
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Pengeatian suku bunga deposto rupiah berjangka 3
(igd) bulan sdama 1 (sau) bulen terakhir addah suku
bunga deposto rupiagh berjangka 3 (tiga) bulan yang
berlaku di bank (BPD aau Bank Umum tempat BPR
membuka rekening PKM) sdama bulan  terakhir
sebeum pengenaan sankd.

Ayat (2)
Cukup jdas

Ayat (3)
Cukup jdas

Ayt (6)
Cukup jdas

Ayt (7)
Cukup jdas

Ayat (10)
Cukup jdas

Pasdl 1
Angka 1 sampa dengan angka 4.
Cukup jdas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4142



